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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum mempunyai banyak definisi, namun

secara umum melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang

melanggar aturan yang berlaku sehingga menimbulkan konsekuensi

hukum. Dalam lingkup hukum pidana perbuatan melawan hukum disebut

dengan istilah Wederrechtelijkheid yang menunjukkan sifat sah suatu

tindakan atau suatu maksud yang terdapat pada pasal-pasal dalam KUHP.1

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi akan tetapi

jarang ditangani adalah tindakan tarik paksa kendaraan milik debitur oleh

debt collector.

Kendaraan yang semulanya merupakan kebutuhan tersier manusia,

namun dengan kemajuan jaman sekarang kendaraan telah masuk kategori

kebutuhan sekunder dimana kebutuhan tambahan atau pelengkap agar

dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Jika dulu kendaraan

menjadi barang mewah lantaran harga yang mahal dan hanya dapat dibeli

dengan cara cash, maka sekarang setiap rumah hampir memiliki kendaraan

baik itu motor maupun mobil. Hal ini dikarenakan kemudahan yang

didapat dalam membeli kendaraan, yang mana kendaraan dapat dibeli

dengan cara mencicil atau sistem kredit.

1 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum
Pidana di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 351.
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Sistem membeli kendaraan dengan cara mencicil memang

mempermudah masyarakat dalam membeli kendaraan, namun timbul

permasalahan sering terjadi penunggakan dalam angsuran. Kendaraan

yang dibeli dengan cara di kredit oleh debitur sering terjadi penunggakan

dalam pembayaran sehingga perusahaan kreditur pada umumnya akan

memberikan kuasa kepada perusahaan penagih hutang (debt collector).

Keterlibatan pihak ketiga yaitu debt collector dalam proses penagihan

kredit yang mengalami kendala atau macet sudah menjadi jurus andalan,

Karena debt collector pada umumnya akan melakukan segala cara

termasuk melawan hukum untuk mendapatkan kembali keuntungan bagi

pihak kredit.

Kendaraan yang masih dalam masa kredit pada perusahaan kreditur

senyatanya masih menjadi milik perusahaan pemberi kredit sampai dengan

kredit kendaraan tersebut lunas.2 Dengan demikian, jika terjadi

penunggakan atau macet dalam angsuran kendaraan maka pihak pemberi

kredit berhak melakukan penarikan terhadap kendaraan debitur dimana hal

ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF,

yang menyatakan apabila debitur cidera janji yaitu menunggak dalam

angsuran kendaraan maka wewenang kepemilikan jaminan fidusia debitur

2 Ray Marcel Gilbert Sompie, Edwin Neil Tinangon dan Hironimus Taroreh,
“Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan
di Manado”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatum (Juli 2024), hlm 7.
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batal demi hukum.3 Sehingga perusahaan penerima fidusia dapat

melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek fidusia, akan

tetapi untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia perusahaan

penerima fidusia atau kreditur wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke

kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak

dilakukannya perjanjian sebagaimana ketentuan ini tercantum dalam Pasal

11 UUJF.4

Penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang

diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia, UUJF menyatakan bahwa

sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUUXVII/2019, yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia

harus berdasarkan perintah dari putusan pengadilan. Jadi, pihak kreditur

melakukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada pengadilan

negeri yang berwenang. 5

Meskipun demikian eksekusi kendaraan dengan menggunakan

putusan pengadilan bersifat alternatif sebagaimana tertuang bunyi dari

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021, jadi jika debitur

mengakui telah ada cidera janji dan sukarela menyerahkan kendaraan

3 Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO.
168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 33.

4 Ibid, Ps. 11.
5 Agus Sahbani, “Begini Penjelasan MK terkait Putusan Eksekusi Jaminan

Fidusia”, diakses https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-
terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190 pada 3 September 2024

https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190
https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190
https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190
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maka penarikan tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sendiri atau

menggunakan jasa penagih hutang atau debt collector. Penarikan Dalam

melakukan eksekusi terhadap kendaraan debitur, debt collector selaku

penagih hutang akan melakukan penarikan terhadap kendaraan yang

menjadi objek fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan

sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain UUJF, mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan eksekusi

juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan yang

selanjutnya disebut PJOK 29/2014. Pasal 23, yang menyatakan bahwa

perusahaan penerima fidusia atau kreditur dilarang melakukan eksekusi

pada objek fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh

kantor pendaftaran fidusia.6 Jadi, dalam melakukan eksekusi kendaraan

yang menjadi objek fidusia wajib menunjukan sertifikat jaminan fidusia.7

Terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia juga tercantum

dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut

UU P2SK. 8

Selain itu, sebelum melakukan eksekusi terhadap kendaraan

debitur, pihak kreditur wajib memberikan pemberitahuan mengenai

6 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan
Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638, Ps. 23.

7 Ahmad, Amiruddin dan Ufran, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan
Debt Collector dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian”, Jurnal Jatiswara (Juli 2022),
hlm 197.

8 Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
UU NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845, Ps. 119.
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tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran untuk menghindari cidera janji

debitur. Jika pemberitahuan tidak diindahkan oleh debitur, maka pihak

kreditur dapat melakukan penagihan dengan menghubungi debitur. Pihak

kreditur wajib mengirimkan surat peringatan penarikan kendaraan kepada

debitur sebelum melakukan penarikan. Penarikan kendaraan milik debitur

dapat dilakukan jika debitur sudah melewati dua kali waktu pembayaran

angsuran.9

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya dalam

melakukan proses eksekusi kendaraan pada umumnya perusahaan kreditur

akan menyerahkan kuasa kepada debt collector selaku penagih hutang.

Perusahaan kreditur wajib menggunakan debt collector yang telah

memiliki sertifikat profesi dari lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi

Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagaimana tercantum dalam

Pasal 51 Ayat (5) PJOK 29/2014.10 Jadi, tidak sembarangan debt collector

dapat melakukan penarikan.

Dengan demikian, debt collector dalam melakukan eksekusi

terhadap kendaraan debitur yang menunggak angsuran wajib

mempunyai :11 i) surat kuasa dari pihak kreditur, ii) sertifikat profesi

pembiayaan Indonesia (SPPI), iii) surat peringatan/somasi kepada debitur,

9 Bagas Novianto Wibowo, “ Prosedur Penarikan Kendaraan oleh
Leasing”, diakses https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang
=id pada 30 Agustus 2024

10 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan
Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638, Ps. 51.

11 Fitri Sartina Dewi, “Prosedur Penarikan Kendaraan : Ini Hal yang
Perlu Dicermati Nasabah”, diakses https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/
723361/prosedur-penarikan-kendaraan-inihal-yang-perlu-dicermati-nasabah pada 30
Agustus 2024

https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id
https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id
https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah
https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah
https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah
https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah
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dan yang terakhir iv) sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh kantor

pendaftaran jaminan fidusia. Empat persyaratan yang wajib dimiliki debt

collector saat melakukan eksekusi kendaraan milik debitur. Namun,

penarikan kendaraan debitur seringkali dilakukan dengan tidak sesuai

peraturan yang ada disertai melakukan perbuatan melawan hukum seperti

pengancaman, penipuan, hingga penganiayaan terhadap debitur maka

pihak penagih hutang atau debt collector dapat dilaporkan kepihak

berwajib dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan

tersebut.

Kasus penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector bukan

hal baru lagi, kasus ini sering terjadi dan debitur selaku nasabah sering

menjadi korban kerugian harta bahkan fisik akibat melawan tindakan tarik

paksa debt collector. Pada tahun 2011, POLRI menerbitkan Peraturan

Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi

Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Perkap no.8 tahun 2011. Perkap

ini, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia

secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta

memberikan perlindungan bagi hak-hak kreditur maupun debitur.12

Meskipun Perkap 8/2011 ini telah lama berlaku, nyatanya tindakan tarik

paksa kendaraan oleh debt collector masih marak terjadi.

Tindakan yang dilakukan debt collector dalam melakukan

penarikan kendaraan seringkali melampaui batas kewenangan mereka

12 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011, LN NO. 360 Tahun
2011, Ps. 2.
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yang membuat persepsi masyarakat menjadi buruk terhadap debt collector.

Penarikan kendaraan debitur yang menunggak angsuran oleh debt

collector tidak semerta-merta dengan melakukan penarikan paksa baik di

rumah debitur atau di jalan raya. Akan tetapi ada prosedurnya sehingga

tidak sembarangan kendaraan debitur dapat ditarik paksa. Berdasarkan

Pasal 32 UUJF menyatakan bahwa setiap tindakan eksekusi benda fidusia

yang dilakukan penerima fidusia bertentang dengan hukum maka batal

demi hukum.13 Maka dari itu, jika debt collector melakukan tindakan tarik

paksa kendaraan debitur disertai dengan tindakan-tindakan secara

melawan hukum maka bisa dikatakan bahwa tindakan eksekusi terhadap

kendaraan tersebut batal demi hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim

yang menjatuhkan putusan pidana kepada debt collector yang melakukan

perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan tarik paksa

kendaraan milik debitur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Putusan yang digunakan dalam penelitian

No.

Putusan

Nama

Terdakwa

Dakwaan Putusan Hakim

Putusan

Nomor

Yakub Ndena

Nggaba dan

Dakwaan

tunggal Pasal

- Menjatuhkan terdakwa

I Yakub Ndena Nggaba

13 Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO.
168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 33.
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541/Pid.B/2

018/PN Dps

Jonas Sir

Alias Bram

363 Ayat(1)

ke-4 dan ke-5

KUHP

dan terdakwa II Jonas

Sir Alias Bram terbukti

secara sah dan

meyainkan bersalah

melakukan tindak

pidana Pencurian

dengan keadaan

memberatkan;

- Menjatuhkan pidana

terhadap masing -

masing terdakwa dengan

pidana penjara selama 7

(tujuh) bulan.

Putusan

Nomor

4/PID/2019/

PT MTR

Syahrunsyah Dakwaan

Kesatu Pasal

365 Ayat (1)

dan Ayat (2)

ke-2 Atau

Kedua Pasal

368 Ayat (1)

KUHP

- Menguatkan putusan

PN Raba Bima Nomor

315/Pid.B/2018/PN Rbi;

yang memutus sebagai

berikut :

- Menjatuhkan terdakwa

Syahrunsyah terbukti

secara sah dan

meyainkan bersalah
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melakukan tindak

pidana Pemerasan;

- Menjatuhkan pidana

terhadap masing -

masing terdakwa dengan

pidana penjara selama 7

(tujuh) bulan.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banyak terjadi kasus perbuatan melawan hukum pidana oleh debt

collector saat melakukan eksekusi kendaraan roda dua maupun roda empat

di masyarakat. Banyak debt collector yang masuk jeruji besi lantaran

melakukan penarikan kendaraan disertai dengan penipuan, kekerasan, serta

pengancaman. Meskipun demikian, tak sedikit masyarakat yang juga tak

mengerti akan standar operasional prosedur (SOP) debt collector saat

melakukan eksekusi kendaraan sebagai objek fidusia namun mereka hanya

pasrah jika terjadi penarikan paksa kendaraan sehingga debitur harus

mengalami kerugian harta benda maupun fisik.14

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk

mengkaji dan membahas dalam skripsi yang berjudul “PERBUATAN

MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN TARIK

PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR ATAS KENDARAAN YANG

DIKUASAI DEBITUR.”

14 Sompie, “Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector yang Melakukan Tindak
Pidana Perampasan di Manado”, hal 10.
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B. Rumusan Masalah;

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka

penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tindakan Tarik Paksa Kendaraan Milik Debitur oleh Debt

Collector sebagai tindak Pidana?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector atas

Tindakan Tarik Paksa Kendaraan yang Dilakukan secara Melawan

Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian;

Berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis,

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan tarik paksa

kendaraan milik debitur oleh debt collector sebagai tindak Pidana;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana

debt collector atas tindakan tarik paksa kendaraan yang dikuasai

debitur.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang penulis lakukan,

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur pengetahuan ilmu
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hukum, dan menambah sumber referensi bagi penelitian-penelitian

yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan

masyarakat serta menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum

dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum pidana dalam

tindakan tarik paksa kendaraan debitur oleh debt collector.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan

membatasi area penelitian.15 Untuk menghindari pembahasan yang terlalu

luas, mengingat lingkup hukum pidana terhadap perbuatan melawan

hukum pidana cukup luas maka dalam penelitian ini penulis akan

membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada masalah

perbuatan melawan hukum pidana dalam tindakan tarik paksa oleh debt

collector atas kendaraan yang dikuasai debitur.

F. Landasan Teori

1. Teori Melawan Hukum

Secara umum perbuatan melawan hukum diartikan dengan

perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga

menimbulkan konsekuensi hukum. Sifat melawan hukum dalam

15 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya :
“Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 102.
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suatu perbuatan pidana merupakan kunci utama dalam menentukan

penjatuhan pidana kepada pelaku, unsur ini melihat perbuatan

pidana yang dilakukan bukan pelaku. Menurut Prof Moeljatno,

suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur larangan yang terdapat

dalam undang-undang.16Melawan hukum adalah salah satu unsur

yang melekat pada perbuatan pidana atau criminal act merupakan

satu syarat untuk seseorang dijatuhi pidana.17

Melawan hukum terdiri atas perbuatan melawan hukum

formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Melawan hukum

formil merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan yang tertulis, perbuatan yang bersifat

melawan hukum formil diancam dengan pidana dan dirumuskan

dalam suatu delik. Perbuatan melawan hukum formil hanya dapat

dihapuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang

atau peraturan yang tertulis.18

Sedangkan, melawan hukum materiil merupakan perbuatan

melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum

tertulis namun juga bertentangan dengan asas, kaidah, norma dan

kebiasaan yang hidup di masyarakat atau hukum tidak tertulis. Jadi,

melawan hukum materiil merupakan perbuatan yang bertentangan

16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet 8 (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),
hlm 145.

17 Sudarto, Hukum Pidana I, hlm 127.
18 Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, Hukum Pidana Materil, (Jakarta :

Kencana, 2022), hlm 100-101 .
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dengan hukum tertulis yaitu undang-undang dan juga bertentangan

dengan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dari

kebiasaan masyarakat. Perbuatan melawan hukum materiil hanya

dapat hapus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang (tertulis) dan berdasarkan hukum yang berasal dari

kebiasaan masyarakat (tidak tertulis).19

Melawan hukum materiil dibedakan menjadi melawan

hukum materiil yang berfungsi negatif dan melawan hukum

materiil yang berfungsi positif. Melawan hukum materiil dalam

fungsi negatif, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum

tertulis atau undang-undang dapat hapus berdasarkan ketentuan

undang-undang dan berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup di

masyarakat.20 Singkatnya, perbuatan melawan hukum tidak dapat

dipidana meskipun telah memenuhi unsur-unsur delik, jika tidak

bertentangan dengan hukum kebiasaan masyarakat. Hukum

kebiasaan atau hukum tidak tertulis mengnegatifkan perbuatan

berdasarkan undang-undang.

Melawan hukum materiil dalam fungsi positif merupakan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yaitu undang-

undang dan juga tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan. Meskipun

perbuatan tersebut tidak diancam pidana dan tidak dirumuskan

dalam delik, tetapi jika bertentangan dengan asas, norma, kaidah

19 Ibid, hlm 100-101.
20 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika,

2011), hlm 148.
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dan hukum kebiasaan masyarakat maka perbuatan tersebut tetap

dianggap melawan hukum. Hukum kebiasaan mempositifkan

perbuatan menjadi tindak pidana.21 Namun, melawan hukum

materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan isi Pasal 1

KUHP yang menyatakan tidak dapat dipidana suatu perbuatan jika

tidak ada aturan yang mengatur atau ketentuan asas legalitas.

Selain pandangan melawan hukum formil dan materiil

terdapat juga pandangan tengah yaitu pandangan yang

dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa yang mengatakan Jika

disebutkan dalam rumusan delik maka sifat melawan hukum

adalah unsur mutlak, namun jika tidak disebutkan melawan hukum

hanya merupakan tanda dari suatu delik.22

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pelaku

dalam menjalankan hukuman sebagai kewajiban dari akibat tindak

pidana yang dilakukannya, ini merupakan reaksi dari masyarakat

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban

pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena

perbuatannya melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang

terlarang23. Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa

21 Wibowo, Hukum Pidana Materil, hlm 100-101.
22 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan

Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara (September, 2020), hlm 61.
23 Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban

Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum (Juni
2013), hlm 40.



15

Belanda disebut dengan toerekeningsvatbaarheid, Pound

mengartikan pertanggungjawaban sebagai kewajiban untuk

membayar pembalasan yang diterima pelaku dari seseorang yang

telah dirugikan.24

Van Hamel mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban

adalah suatu normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga)

macam kemampuan, 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta

akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2)

mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu

bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk

menentukan kehendak berbuat.25

Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka

tidak jauh dari kata kesalahan, karena kesalahan pelaku merupakan

salah satu dasar ditetapkannya pertanggungjawaban pidana bukan

hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Van Hamel

berpendapat bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan

pengertian psikologis : hubungan antara keadaan psikis pelaku dan

terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatanya. Kesalahan

dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam

hukum.26 Kesalahan berkaitan dengan keadaan psikis pelaku tindak

24 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung : Mandar Maju,
2000), hlm 65.

25 Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. hlm 155.
26 Ibid. hlm 159.
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pidana, kesalahan sendiri dalam hukum dapat terjadi karena

kesengajaan atau kealpaan.

G. Metode Penelitian;

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian penulis yang berjudul “Perbuatan Melawan

Hukum Pidana Dalam Tindakan Tarik Paksa Oleh Debt Collector

Atas Kendaraan Yang Dikuasai Debitur” ini, penulis menggunakan

jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian yang sering juga

disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif

adalah berfokus pada regulasi, undang-undang, norma-norma

hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan dengan

mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah

yang sedang diteliti.27

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach)

dan pendekatan kasus (case approach), yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan

yang dilakukan dengan cara menelaah regulasi atau

peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah yang

sedang diteliti. Pendekatan undang-undang tidak hanya

27 Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang
Metodologi Penelitian Hukum”, Journal of Judicial Review (Desember 2022), hlm 295.
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sebatas meneliti bentuk peraturan perundang-undang saja

namun juga menelaah mengenai materi muatannya dan

mempelajari dasar ontologis.28

b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus merupakan suatu metode

penelitian yang menelaah kasus-kasus hukum yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan relevan

dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan

dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini

bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

Peraturan Hukum Pidana (KUHP);29

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia;30

28Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Media Group,
2005), hlm 142.

29Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht],
diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976).

30Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO.
168 Tahun 1999, TLN No. 3889,
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3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan;31

4. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;32

5. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor:

541/Pid.B/2018/PN.Dps;33

6. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

4/PID/2019/PT.MTR.34

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum

berupa doktrin-doktrin hukum resmi seperti buku-buku,

jurnal, KTI, artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan

penelitian yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

31Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan
Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638.

32Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011, LN NO. 360 Tahun
2011.

33Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 541/Pid.B/2019/PN.Dps.
34Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PID/2019/PT.MTR
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bersumber dari KBBI, ensiklopedia, majalah dan

sebagainya.35

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan

penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan

(library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca,

mengkaji, dan mencatat bahan penelitian seperti buku-buku, KTI,

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

bahasan penelitian yang sedang diteliti.36

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka metode analisis

bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu

menjabarkan atau mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh

dari bahan hukum didukung dengan pendapat ahli hukum, dan

peraturan terkait, pendekatan kualitatif ini lebih memprioritaskan

kualitas bahan hukum, bukan kuantitas. 37

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan

adalah metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik

35Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm 33-37.

36Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar grafika, 2009), hlm
224-225.

37Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Prenada,
2022), hlm 32-33.
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kesimpulan dari sekumpulan fakta atau pernyataan yang bersifat

umum kemudian diarahkan ke dalam ranah hal yang bersifat

spesifik. Teknik deduktif ini, menarik kesimpulan dari hasil

penelitian yang bersifat umum lalu dikaitkan dengan isu guna

menghasilkan suatu penutup yang dapat memberikan jawaban

terhadap permasalahan.
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